



















A. Latar Belakang Masalah 
Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT, tidak menciptakan manusia 
dan juga jin kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan 
firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi 1 ; 
ﺎﻣﻭ ﺖﹾﻘﹶﻠﺧ ﻦِﺠﹾﻟﺍ ﺲﻧِﺎﹾﻟﺍﻭ ﱠﻻِﺇ ﹶﻥﻭﺪﺒﻌﻴِﻟ 
“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepadaku”. 
Ibadah sendiri ialah benar-benar tunduk yang disertai dengan penuh rasa 
cinta kepada Allah., ibadah dalam Islam itu meliputi seluruh persoalan agama 
dan seluruh aspek hidup. 2 Pelaksanaan ibadah itu sendiri pada hakikatnya bisa 
dilakukan manusia melalui beberapa bentuk, disamping ibadah yang bersifat 
badaniyah, seperti sholat dan puasa, juga ibadah yang bersifat maaliyah seperti 
wakaf, hibah, sedekah dan juga zakat. 3 
Pada dasarnya, wakaf merupakan bagian yang sangat penting dari Hukum 
Islam, karena wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual 







ubudiyah ilahiyah, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf 
merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa 
solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Oleh karena itu, wakaf 
sebagai hablum minallah yaitu perekat hubungan antara hamba dengan Tuhannya 
juga sebagai hablum minannaas yaitu perekat hubungan dengan sesama manusia 
yang lain. 4 
Manusia diciptakan Allah sebagai manusia yang bersifat sosialis, bukan 
individualis, sebagaimana dijelaskan dalam hadits di bawah ini: 
ﻦﻋ ﹶﺔﺸِﺋﺎﻋ ﻰِﺿﺭ ﷲﺍ ﺎﻬﻨﻋ , ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻲِﺒﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻲِﺨﺴﻟﺍ ﺐﻳِﺮﹶﻗ ﻰﹶﻟِﺍ ِﷲﺍ , ﺪﻴِﻌﺑ ﻦِﻣ ﺭِﺎﻨﻟﺍ , 
ﺐﻳِﺮﹶﻗ ﻰﹶﻟِﺍ ِﺔﻨﹶﳉﺍ . ﻴِﺨﺒﹾﻟﺍﻭ ﹸﻞ ﺪﻴِﻌﺑ ﻦِﻣ ِﷲﺍ , ﺪﻴِﻌﺑ ﻦِﻣ ِﺔﻨﺠﹾﻟﺍ , ﺪﻴِﻌﺑ ﻦِﻣ ِﺱﺎﻨﻟﺍ , ﺐﻳِﺮﹶﻗ ﻰَﹶﻟِﺍ ِﺭﺎﻨﻟﺍ . 
ﹸﻞِﻫﺎﺠﹾﻟﺍﻭ ﻲِﺨﺴﻟﺍ ﺐﺣﹶﺍ ﻰﹶﻟِﺍ ِﷲﺍ ﻦِﻣ ِﺪِﺑﺎﻌﹾﻟﺍ ِﻞﻴِﺨﺒﻟﺍ . 
“Hadits dari 'Aisyah RA. bahwasanya Nabi bersabda: Orang yang dermawan itu 
dekat dengan Allah, jauh dengan neraka dan dekat dengan surga. Sebaliknya, 
orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan 
dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih 
dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah namun pelit”. 5 
Dihadits lain dijelaskan Rasulullah: 
ﺮﻴﺧ ِﺱﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﻌﹶﻔﻧﹶﺃ ِﺱﺎﻨﻠِﻟ 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia lainnya”. 
Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwasanya peranan wakaf 






Allah yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu 
kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian 
harta bendanya akan tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan 
dalam kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang mempunyai 
nilai spiritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti. 6 
Wakaf telah disyari’atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh 
dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, termasuk oleh masyarkat 
Islam di Indonesia. 7 Namun, orang-orang jahiliyah sebelum Islam sendiri 
sebetulnya sudah mengenal praktik wakaf. Akan tetapi, wakaf yang mereka 
lakukan hanya semata-mata berdasarkan untuk mencari kebanggaan di mata 
manusia lain saja, bukan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana untuk 
mendekatkan diri kepada-Nya. 8 
Adapun wakaf menurut bahasa berasal dari kata bahasa arab Waqafa yang 
berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sedangkan wakaf  menurut 
istilah adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni 
menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah. 9 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, dalam Pasal 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
6 Departemen Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, h. 21­22 
7 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Darul Ulum Press. 2 





dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteran umum manurut 
syari’ah. 
Dari dua definisi di atas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf 
itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik wakif secara 
penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan bukanlah harta sewa ataupun 
perkongsian atau juga yang lainnya. Yang kedua, harta benda yang akan 
diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, maka dapat 
dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf, antara lain sebagai 
berikut : 
1. Melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud dan melatih seseorang untuk 
saling membantu atas kepentingan orang lain. 
2. Dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan maupun 
kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat. 
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah 
menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta 
agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya zakat. 
4. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan 
yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya wakaf, sebagai tabungan 
akhirat. Karena pahala yang dihasilkan oleh wakaf tidaklah pernah berhenti 




5. Keutamaan lain, dapat menopang dan penggerak kehidupan sosial 
kemasyarakatan umat islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya 
dan lainnya 
Disamping harta wakaf mempunyai fungsi keagamaan, juga mempunyai 
fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan 
ekonomi. 10 
Adapun kajian wakaf sebagai lembaga pranata sosial merujuk kepada tiga 
sumber, yaitu : 11 
1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan. 
Ini merujuk kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. 
ﻦﹶﻟ ﹸﻝﺎﻨﺗ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﱴﺣ ﺍﻮﹸﻘِﻔﻨﺗ ﺎﻤِﻣ ﹶﻥﻮﺒِﺤﺗ 
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sebagian harta yang kamu cintai” (QS. Ali Imron: 92). 
ﺎﻳ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍﺎﻬﻳﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﹶﺃ ﺍﻮﹸﻘِﻔﻧﹶﺃ ﻦِﻣ ِﺕﺎﺒﻴﹶﻃ ﺎﻣ ﻢﺘﺒﺴﹶﻛ ﺎﻤِﻣﻭ ﺎﻨﺟﺮﺧﹶﺃ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﻦِﻣ ِﺽﺭﹶﺎﹾﻟﺍ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 
untukmu” (QS. Al-Baqarah : 267). 
ِﻦﻋ ِﻦﺑﺍ ﺮﻤﻋ ﻰِﺿﺭ ﷲﺍ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺏﺎﺻﹶﺍ ﺮﻤﻋ ﻰِﺿﺭ ﷲﺍ ﻪﻨﻋ ﺎﺿﺭﹶﺍ ﺮﺒﻴﺨِﺑ ﻰﺗﹶﺄﹶﻓ ﻰِﺒﻨﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ 






ﻮﻫ ﺲﹶﻔﻧﹶﺃ ﻯِﺪﻨِﻋ ﻪﻨِﻣ ﺎﻤﹶﻓ ﻰِﻧﺮﻣﹾﺄﺗ ؟ِﻪِﺑ ﹶﻝﺎﹶﻗ : ﹾﻥِﺇ ﺖﹾﺌِﺷ ﺖﺴﺒﺣ ﺎﻬﹶﻠﺻﹶﺍ ﺖﹾﻗﺪﺼﺗﻭ ﺎﻬِﺑ . ﻕﺪﺼﺘﹶﻓ 
ﺎﻬِﺑ ﺮﻤﻋ ﻰِﺿﺭ ﷲﺍ ﻪﻨﻋ ﻪﻧﹶﺍ ﻉﺎﺒﻳﺎﹶﻟ ﺎﻬﹸﻠﺻﹶﺍ ﻉﺎﺘﺒﻳﺎﹶﻟﻭ ﹸﺙﺭﻮﻳﺎﹶﻟﻭ ﺐﻫﻮﻳﺎﹶﻟﻭ ﻕﺪﺼﺘﹶﻓ ﺮﻤﻋ ﻰِﻓ 
ِﺀﺍﺮﹶﻘﹸﻔﹾﻟﺍ ﻰِﻓﻭ ﻰﺑﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻰِﻓﻭ ِﺏﺎﹶﻗﺮﻟﺍ ﻰِﻓﻭ ِﻞﻴِﺒﺳ ﷲﺍ ِﻦﺑﺍﻭ ِﻞﻴِﺒﺴﻟﺍ ِﻒﻴﻀﻟﺍﻭ ﺡﺎﻨﺟﺎﹶﻟﻭ ﻰﹶﻠﻋ ﻦﻣ 
ﺎﻬﻴِﻟﻭ ﹾﻥﹶﺍ ﹶﻞﹸﻛﹾﺄﻳ ﻬﻨِﻣ ﺎ ِﻑﻭﺮﻌﻤﹾﻟﺎِﺑ ﻭﹶﺍ ﻢِﻌﹾﻄﻳ ﺎﹰﻘﻳِﺪﺻ ﺮﻴﹶﻏ ٍﻝﻮﻤﺘﻣ ) ﻩﺍﻭﺭ ﻢﻠﺴﻣ ( 
12 
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar R. A : Umar pernah mendapatkan bagian 
kebun di Khaibar. Lalu dia menghadap Nabi SAW untuk memohon fatwa 
tentang kebun itu. Umar berkata: “Wahai Rasulallah, saya mendapatkan 
bagian kebun di Khaibar, yang belum saya pernah mendapatkan harta yang 
lebih berharga daripada kebun itu. Maka, apakah yang harus saya lakukan 
terhadap kebun itu”.? Beliau bersabda: “jika kamu mau, wakafkanlah kebun 
itu dan sedehkahkanlah hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkan hasil 
kebun itu, sedangka kebunnya tidak di jual, diwariskan dan dihibbahkan. 
Selanjutnya dia berkata “Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada 
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tiada 
berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan 
wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa 
menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri” (HR. Muslim). 13 
2. Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara. 
Kajian wakaf ini merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku 
di negara itu. Keberadaan wakaf di Indonesia, berasal dari Hukum Islam yang 
diberlakukan sebagai hukum nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik 
yang diperbarui dengan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang 






Perwakafan Tanah Milik, merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum 
positif di Indonesia. Demikian pula dengan pasal-pasal yang diterapkan di 
Indonesia berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah 
yang dipetik dari nash syari’ah. 
3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau sebagai lembaga yang hidup 
dalam masyarakat. 
Kajian ini merujuk kepada sumber yang meliputi fakta dan data yang 
ada dalam masyarakat. Fakta tersebut ditunjang dengan dokumen-dokumen, 
daftar-daftar atau list yang ada di kantor-kantor, akta-akta sebelum dan 
sesudah perundang-undangan itu diberlakukan dan dilaksanakan sebagai 
hukum positiff yang benar-benar hidup dalam masyarakat. 
Permasalahan yang sering muncul yaitu kurangnya kesadaran wakif 
terhadap sertifikasi wakaf, sehingga wakaf yang dilakukan oleh wakif 
cenderung tidak mempunyai kekuatan hukum dalam penerapannya. Manakala 
ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka akan sulit untuk mengurus 
harta wakaf tersebut. oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas 
dan proposional sejalan dengan tuntutan hukum modern, dimana bukti-bukti 
autentik merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, demi tercapainya 





Karena kebiasaan di dalam masyarakat ketika mewakafkan sesuatu 
itu hanyalah secara lisan atas dasar saling percaya saja, tanpa adanya akta 
ikrar wakaf yang dicantumkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, meskipun menurut Hukum 
Islam atau fiqih klasik wakaf yang dilakukan oleh mereka tetap sah 
hukumnya. Namun, secara yuridis wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
Cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat seperti di atas (wakaf 
tanpa adanya sertifikasi wakaf), pada periode awal semasa orang yang 
mewakafkan masih hidup, memang belum meninggalkan masalah, namun 
apabila dalam waktu yang lama, setelah orang yang mewakafkan itu 
meninggal dunia dan generasi-generasi seterusnya, timbullah permasalahan 
yang semakin lama semakin rumit, karena tidak adanya kejelasan mengenai 
keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya. 
Oleh karena itu, perlu adanya inovasi baru dalam perkembangan 
hukum terkini, yakni dengan adanya penambahan yang bersifat yuridis 
administratif, meskipun dalam pandangan fikih klasik belum dibicarakan 
tentang sertifikasi tanah wakaf. Itu semua dimaksudkan untuk meningkatkan 
jangkauan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sendiri. 
Ada beberapa hal yang terkait dengan keterangan tentang wakaf yang 




pembangunan tower di Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten 
Sidoarjo. Awal mulanya pembangunan tower tersebut berjalan lancar sampai 
akhirnya tower tersebut selesai dibangun dan diaktifkan, akan tetapi dalam 
jangka waktu tiga bulan, ada salah seorang dari pihak keluarga wakif yang 
mempermasalahkan penggantian tanah tersebut, karena sebelum wakif 
meninggal dunia pernah berpesan kepada anaknya, bahwasanya ada tanah 
peninggalan yang akan di wakafkan dan tidak boleh dijual atau ditukar, 
sedangkan pembangunan tower sudah selesai dan sudah diaktifkan, setelah 
diteliti ternyata pelaksanaan pembangunan tower tersebut diputuskan 
sepihak antara perangkat desa dan pihak dari Telkom itu sendiri tanpa 
bermusyawarah dengan pihak keluarga wakif, pasalnya tanah yang 
diwakafkan tidak ada sertifikat wakaf, karena dari dulu sebagian besar 
masyarakat di desa tersebut kurang begitu mengerti tentang hukum dan 
aturan- aturan yang ada dalam ajaran Islam dengan kata lain masyarakat 
awam, jadi setiap kali ada harta benda yang akan diwakafkan hanya 
menggunakan pemberitahuan saja tanpa di daftarkan di lembaga- lembaga 
yang ada. 
Berangkat dari pokok masalah di atas, maka perlu diteliti secara 
mendalam tentang penggantian harta benda wakaf setelah pembangunan 
tower tersebut, apakah keluarga wakif meminta ganti rugi berupa tanah yang 




yang dikehendaki wakif, atau berupa uang yang nantinya dibelanjakan sesuai 
tujuan wakaf semula. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang di atas muncul berbagai masalah yang bisa diangkat 
dalam penelitian ini. Masalah-masalah pokok yang ingin penulis kaji adalah 
sebagai berikut : pertama, ketentuan umum tentang wakaf yang meliputi; 
pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, kadar ataupun benda  wakaf, rukun dan 
syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan pengantian tanah wakaf. Kedua, 
penggantian tanah wakaf pasca pembangunan tower di Desa Jatikalang 
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi: keadaan masyarakat, 
kebiasaan adata setempat, dan apa yang melatar belakangi timbulnya 
penggantian tanah wakaf maupun proses terjadinya penggantian tanah wakaf 
pasca pembangunan tower di Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten 
Sidoarjo. 
C. Batasan Masalah 
Pokok  permasalahan  diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih 
bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran 
yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus 




1. Deskripsi penggantian tanah wakaf pasca pembangunan tower di Desa 
Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. 
2. Analisasi hukum Islam tentang penggantian tanah wakaf pasca pembangunan 
tower di Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. 
D. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar kajian ini lebih terarah, 
maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu: 
1. Apa yang melatar belakangi timbulnya penggantian tanah wakaf pasca 
pembangunan tower di Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten 
Sidoarjo? 
2. Bagaimana proses penggantian tanah wakaf pasca pembangunan tower di 
Desa Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo? 
3. Bagaiman analisis Hukum Islam terhadap penggantian tanah wakaf di Desa 
Jatikalang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo? 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada kajian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 
gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada 
pengulangan materi penelitian secara mutlak, setelah menelusuri berbagai analisa 




tentang di perbolehkan atau tidaknya penggantian tanah wakaf, serta ganti rugi 
yang akan diterima. 
F. Tujuan Penelitian 
Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah 
serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu 
membuat maksud dan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi timbulnya penggantian tanah 
wakaf pasca pembangunan tower Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo. 
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penggantian tanah wakaf pasca 
pembangunan tower di Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo. 
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang penggantian tanah wakaf di 
Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Sebagaimana umumnya suatu karya ilmiyah yang memiliki nilai guna, 
penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya: 
1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi 
peneliti secara pribadi dan menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat 
dijadikan sebagai acuan bagi praktisi hukum, khususnya Hukum Islam. Lebih 
lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan 




2. Aspek terapan (empiris), yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya 
penggantian harta benda wakaf serta pertimbangan hukumnya menurut 
Hukum Islam yang pernah terjadi di Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo 
H. Definisi Operasional 
Untuk mengetahui makna sebenarnya dari judul di atas, maka ada 
baiknya kalau penulis mencoba untuk mengetahui definisi operasionalnya 
terlebih dahulu. Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah 
sebagai berikut: 
1. Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan. 15 
2. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari 
Al-Qur’an dan Hadits oleh para mujtahid yang 
berhubungan dengan perbuatan manusia dewasa 
yang sehat akalnya. 16 
3. Penggantian : Upaya mengganti suatu benda dengan benda 
lainnya   karena adanya suatu akibat. 
4. Harta Benda Wakaf : Kekayaan materi baik harta yang bergerak 
maupun harta yang tidak bergerak yang menjadi 







I. Metode Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah 
tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan  dalam rumusan masalah di atas 
adalah sebagai berikut: 
1. Data yang Dihimpun 
Karena penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif, dimana 
pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang 
kemudian dianalisis dengan memakai metode vertifikatif (pembuktian 
kebenaran) sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, 
maka keberadaan data merupakan hal yang pokok dan tidak bisa 
dikesampingkan untuk menunjang karya ilmiah ini. 
Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut: 
a. Data yang melatarbelakangi adanya penggantian harta benda wakaf di 
Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo. 
b. Data tentang proses penggantian harta benda wakaf di Desa Jatikalang 
Prambon Sidoarjo. 
c. Data Hukum Islam terhadap praktik penggantian harta benda wakaf di 
Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo. 
2. Sumber Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari data 




penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencari 
sumber data secara langsung melalui informasi dari tokoh agama dan juga 
masyarkat setempat dengan cara wawancara dan observasi. 
Adapaun data sekunder adalah data yang bersifat menunjang untuk 
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data 
primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari artikel, leteratur, dan juga 
buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini. 
3. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 
untuk mengumpulkan data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 
wawancara, observasi dan juga kajian pustaka, dengan mengkaji segala 
literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. 
Untuk wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara dengan 
tokoh agama dan juga masyarkat setempat. Sedangkan untuk observasi, 
peneliti langsung mendatangi tempat ataupun hal-hal yang terkait dengan 
peneltian peneliti. 
4. Metode Analisa Data 





a. Metode Deskriptif-Analisis, yaitu melukiskan fakta-fakta secara 
sistematis kemudian dilakukan analisa terhadap fakta-fakta tersebut. 
Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang 
berkaitan dengan Penggantian Tanah Wakaf Pasca pembangunan tower 
di Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo kemudian menganalisa fakta yang 
ada sehingga dapat ditemukan kebenarannya menurut Hukum Islam. 
b. Metode Verifikatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan 
tujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. 
Dengan metode ini, peneliti berusaha membuktikan adanya penggantian 
tanah wakaf pasca pembangunan tower, kemudian mengkomparasikan 
fakta yang ada dengan Hukum Islam, sehingga dapat ditemukan 
kesesuaian dan kebenarannya menurut Hukum Islam. 
J. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, 
yaitu: 
Bab Pertama, merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara 
global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah 
awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, 




Bab Kedua, merupakan landasan teori tentang dasar-dasar umum wakaf, 
dasar-dasar umum tersebut meliputi, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, 
macam-macam wakaf, kedudukan serta perubahan harta benda wakaf. 
Bab Ketiga, merupakan pemaparan fakta, yaitu pembahasan mengenai 
hasil riset. Dalam bab ini akan dibahas tentang denah lokasi serta seting tempat 
kejadian, perwakafan di Desa Jatikalang dan implikasinya bagi kehidupan 
masyarakat. 
Bab Keempat, merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, yakni 
membahas tentang faktor yang melatar belakangi penggantian tanah wakaf, baik 
penggantian berupa uang ataupun relokasi tanah, proses penggantian tanah 
wakaf serta analisa Hukum Islam tentang penggantian harta benda wakaf itu 
sendiri. 
Bab Kelima, memuat kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan 
penelitian yang diteliti oleh peneliti. 
Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan 





DASAR-DASAR UMUM TENTANG PERWAKAFAN 
A.  Pengertian Wakaf Menurut Pandangan Lima Madzhab 
Wakaf berasal dari bahasa arab “waqafa, yaqifu, waqfa” yang secara bahasa 
berarti berhenti, berdiri, menahan ataupun menunda. 18 Sedangkan menurut 
istilah, banyak perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam mendefinisikan 
wakaf, sehingga mereka berbeda pendapat pula dalam memandang hakikat wakaf 
itu sendiri, baik perbedaan dalam status harta benda wakaf, kedudukan harta 
benda wakaf, jangka waktu wakaf atau pun hal-hal yang berkaitan dengan wakaf 
itu sendiri. 
Berbagai pendapat tentang wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut 19 : 
1. Abu Hanifah 
ﺲﺒﺣ ِﻦﻴﻌﹾﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ِﻚﹾﻠِﻣ ِﻒِﻗﺍﻮﹾﻟﺍ ﻕﺪﺼﺘﻟﺍﻭ ﺎﻬِﺘﻌﹶﻔﻨﻤِﺑ 
Yaitu, menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam 
rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 
2. Madzhab Maliki 
ﹸﻞﻌﺟ ِﺔﻌﹶﻔﻨﻣ ٍﻙﻮﹸﻠﻤﻣ ﻮﹶﻟﻭ ٍﺓﺮﺟﹸﺄِﺑ ﻭﹶﺃ ٍﺔﱠﻠﹸﻏ ﻖِﺤﺘﺴﻤِﻟ ِﺔﻐﻴِﺼِﺑ ِﺓﺪﻣ ﺎﻣ ﻩﺍﺮﻳ ﺲِﺒﺤﻤﹾﻟﺍ 
Yaitu, menjadikan barang yang dimiliki sebagai upah atau hasilnya 
disedekahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan berjangka 







3. Madzhab Syafi’i 
ﺲﺒﺣ ٍﻝﺎﻣ ﻦِﻜﻤﻳ ﻉﺎﹶﻔِﺘﻧِﺈﹾﻟﺍ ِﻪِﺑ ﻣ ﻊ ِﺀﺎﹶﻘﺑ ِﻪِﻨﻴﻋ ِﻊﹾﻄﹶﻘِﺑ ِﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻰِﻓ ِﻪِﺘﺒﹾﻗﺭ ﻰﹶﻠﻋ ٍﻑﺮﺼﻣ ٍﺡﺎﺒﻣ 
Yaitu, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetapnya dzat 
benda, tetapi sudah lepas dari penguasaan wakif, dan dibelanjakan kepada 
hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. 
4. Madzhab Hambali 
ﺲﻴِﺒﺤﺗ ٍﻚِﻟﺎﻣ ﻖﹶﻠﹾﻄﻣ ِﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻪﹶﻟﺎﻣ ﻊِﻔﺘﻨﹸﳌﺍ ِﻪِﺑ ﻊﻣ ِﺀﺎﹶﻘﺑ ِﻪِﻨﻴﻋ ِﻊﹾﻄﹶﻘِﺑ ِﻪِﻓﺮﺼﺗ ِﻩِﺮﻴﹶﻏﻭ ﻰِﻓ ِﻪِﺘﺒﹾﻗﺭ ٍﻉﻮﻨِﻟ 
ﻦِﻣ ِﻉﺍﻮﻧﹶﺃ ِﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﺎﺴﻴِﺒﺤﺗ ﻑﺮﺼﻳ ﻪﻌﻳِﺭ ﻰﹶﻟِﺇ ِﺔﻬِﺟ ﺮِﺑ ﺮﹶﻘﺗ ﺎﺑ ﻰﹶﻟِﺍ ِﷲﺍ 
Yaitu, penahanan harta oleh si pemilik terhadap hartanya yang bermanfaat 
dengan terlepasnya penguasaan membelanjakan harta yang mana hasilnya 
dibelanjakan pada hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
5. Madzhab Yang Lain 
Sama dengan istilah yang ada poin c dan e, namun kepemilikan hartanya 
yaitu menjadi milik mauquf ‘alaih (nadzir), meskipun nadzir tidak berhak 
melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau 
menghibahkannya. 20 
Dari berbagai definisi di atas, ada satu titik temu, yaitu adanya kebolehan 
melakukan praktik wakaf dalam Islam, yang mana wakaf sama-sama dijadikan 
sebagai suatu upaya pendekatan diri seorang hamba dengan tuhannya, meskipun 
banyak perbedaan pendapat terhadap penerapannya. Meskipun demikian, 
perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan 
praktik wakaf atau malah menggugat produk hukum yang telah diciptakan oleh 




para mujtahid tersebut. Karena para mujtahid tersebut tidak mungkin 
mengemukakan sebuah produk hukum tanpa landasan yang jelas. Hal tersebut 
dipertegas dalam sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi: 
ِﺇ ﻑﹶﻼِﺘﺧ ﻰِﺘﻣﹸﺃ ﹲﺔﻤﺣﺭ 
“Perbedaan pendapat umatku adalah sebuah rahmat”. 
Oleh karena itu, apa yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’ 
tidaklah menjadi masalah yang perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai 
menimbulkan perpecahan diantara umat Islam. 21 Karena fiqih merupakan produk 
hukum yang fleksibel yang hukumnya bisa berubah-ubah menurut ketentuan 
yang berlaku. Disamping itu, para jumhur juga mempunyai pandangan yang sama 
terhadap wakaf, yaitu sebagai jalan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. 
B. Rukun dan Syarat Wakaf 
1. Rukun Wakaf 
Mayoritas ulama’ menganggap wakaf sebagai betuk qurbah, yakni 
pendekatan diri kepada Allah dengan cara memberikan sebagian hartanya 
untuk diwakafkan dan hasilnya diberikan kepada orang yang berhak 
menerimanya serta tujuannya sesuai dengan koridor syara’. Dalam fiqih, 
wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan juga syarat- 






Hambali Syafi’i atau yang lain sepakat bahwasanya rukun wakaf itu terdiri 
dari empat rukun, yaitu : 
a. Wakif (orang yang mewakafkan) 
b. Barang yang diwakafkan 
c. Maukuf ‘alaih (pihak yang menerima wakaf) 
d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 
mewakafkan sebagian harta bendanya). 
Sedangkan menurut Imam Hanafi rukun wakaf itu hanya lafadz atau 
shighat saja. Alasan yang dikemukakan beliau karena shighat itu sudah 
mencakup pihak wakif, maukuf ‘alaih serta barang yang akan dijadikan 
wakaf. 22 Sehingga shighat menurut pandangan beliau merupakan rukun 
terpenting dalam transaksi wakaf. 
2. Syarat Wakaf 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rukun wakaf itu terdiri dari 
empat rukun, yakni, wakif, maukuf ‘alaih, maukuf dan shighat. Dan masing- 
masing dari wakif, maukuf ‘alaih, maukuf dan shighat harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu untuk mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf. Syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh masing-masing rukun 






a. Syarat Wakif 
Seorang wakif haruslah Ahliyah li at-Tabarru’ 23 , yaitu layak atau 
cakap untuk berbuat hukum. 
Orang dapat dikatakan cakap berbuat hukum manakala sudah 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Berakal sehat 
Ulama’ telah sepakat bahwasanya wakif haruslah berakal dalam 
praktik wakaf, agar wakafnya dianggap sah. Oleh karena itu wakaf 
tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, karena orang gila tidak 
berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad dan 
tindakan lainnya 24 . Tetapi jika gilanya bersifat sementara, maka 
ulama’ mengklarifikasikan menjadi dua jawaban, jika saat 
mewakafkan orang tersebut dalam keadaan sadar, maka, wakafnya 
adalah sah dan dapat diterima, dan tidak sah jika dilakukan saat 
gilanya kambuh. 
Begitu juga wakafnya orang lemah mental (idiot), berubah akal 
karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena 
23 Yang  dimaksud  dengan  ahliyah  secara  istilah  yaitu  hak  prerogative  atau  kompetensi 
seseorang  terhadap  hartanya.  Dan  menurut  hukum  ialah  kekuasaan  seseorang  dalam  menetapkan 
haknya dibanding dengan orang lain dan kompetensinya dalam memanfaatkan hak miliknya. Adapun 
kecakapan  (ahliyah)  itu  ada  dua  macam:  pertama,  ahliyah  al­wujub,  yaitu  sifat  yang  menjadikan 
seseorang  tersebut  dianggap  layak  menerima  hak  dan  kewajiban.  Kedua,  ahliyah  al­ada’,  yaitu 






akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak 
miliknya. 25 
2) Merdeka 
Jumhur sepakat bahwa merdeka merupakan syarat bagi wakif 
untuk mewakafkan hartanya, sehingga wakaf yang dilakukan oleh 
budak itu tidaklah sah, karena budak tidaklah mempunyai hak milik, 
jangankan hak milik, dirinya dan hartanya saja menjadi milik tuannya, 
sedangkan wakaf adalah melimpahkan hak milik seseorang kepada 
orang lain. 
3) Dewasa (baligh) 
Tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh anak kecil yang 
belum baligh, sebab dia belum layak untuk bertindak sekehendaknya, 
walaupun, dia adalah anak yang sudah mengerti, baik dapat izin dari 
walinya atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama’. Sedangkan 
menurut Abu Bakar Al-Ashim, anak kecil yang sudah mumayyiz 




tanda­tanda  tertentu.  Seperti halnya  keluar  sperma  baik  ketika  tidur  maupun  bangun,  seperti  firman 
Allah:  “Dan  jika  seorang anak  telah baligh yang  ditandai  dengan mimpi, maka  hendaknya mereka 
minta  izin  terlebih dahulu seperti orang yang  terdahulu minta  izin”.  (Q. S. An­Nur;59). Sedangkan 
tanda­tanda  balighnya  perempuan  yaitu  haid  atau  hamil.  Jumhur  ulama’  sepakat  bahwa  tumbuhnya 
rambut  pada  asekitar  kemaluan  itu  merupakan  tanda­tanda  baligh.  Namun  Imam  hanafi  membantah 
karena  rambut  itu  tumbuh  pada  seluruh  bagian  tubuh.  Imam  Malik  berpendapat  bahwa  tanda­tanda 
lainnya  yaitu  dengan  tumbuhnya  bulu  ketiak dan  suara  berubah menjadi  besar. Kedua, yakni  baligh 




4) Tidak dalam tanggungan karena boros atau lalai 
Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak 
cakap berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan oleh mereka 
tidaklah sah, karena orang boros dan lalai itu berada pada 
pengampuan wali. 27 
Oleh karena wakaf harus ditujukan untuk suatu kebaikan, bukan 
untuk maksiat, maka sah wakaf yang dilakukan oleh orang kafir, 
begitu juga wakaf yang dilakukan oleh budak mub’adl 28 , asalkan 
wakaf yang mereka lakukan memang untuk kebaikan. Disamping itu 
wakaf  harus dilakukan wakif atas kehendaknya sendiri, bukan karena 
paksaan dari pihak luar, karena wakaf yang dilakukan oleh orang yang 
dipaksa itu tidalah sah 29 . 
Namun, adakalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, 
tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, melainkan 
pelaksanaannya melalui kerelaan dengan orang lain. Ada beberapa 
hukum wakaf yang berkaitan dengan wakaf ini adalah. 
barulah  berpatokan  pada  baligh  berdasarkan  batasan.  Yaitu  batasan  pada  umur  seseorang.  Jumhur 
ulama’ mengatakan bahwa batasan baligh umur bagi seorang anak laki­laki adalah 15 tahun. Imamiyah 












1) Wakaf orang yang berhutang 
Menurut jumhur ulama’, wakaf orang yang memiliki hutang 
hukumnya tetap sah, akan tetapi tidak pantas dilakukan, karena demi 
menjaga hak milik orang lain agar tidak hilang begitu saja, menutup 
kemungkinan terjadinya penundaan pelunasan hutang, sekaligus 
mengawasi penggunaan harta. Mengingat adanya tiga kondisi: 
Pertama, jika orang yang berhutang mewakafkan hartanya dalam 
kondisi sehat, sedangkan dia dalam pengampuan. Kedua, jika dia 
mewakafkan hartanya dalam keadaan sakit dan dia dalam 
pengampuan. Ketiga, jika orang yang berhutang mewakafkan 
hartanya dalam keadaan sekarat (kritis) dan dia tidak dalam 
pengampuan. 
2) Wakaf orang yang menderita sakit parah 
Orang yang sakit menjelang ajal (mati), manakala mewakafkan 
sebagian hartanya adalah sah hukumnya, itu semua kalau harta yang 
diwakafkan tidak lebih dari sepertiga hartanya wakif. Jadi, jika harta 
yang diwakafkan lebih dari sepertiga hartanya, maka kelebihan dari 
sepertiga harta tersebut harus dimintakan izin kepada ahli warisnya 




sepertiga harta, kalau ahli waris tidak merelakan, maka tidak sah 
mewakafkan kelebihan dari sepertiga harta tersebut. 30 
Ketika orang yang sakit parah tersebut mewakafkan hartanya 
kepada salah satu ahli warisnya, maka menurut Imam Syafi’i dan 
Imam Ahmad wakaf tersebut tidak sah hukumnya. Sedangkan 
menurut pendapat selain mereka berdua, sah hukumnya mewakafkan 
sepertiga harta kepada salah satu atau sebagian ahli waris. 31 
Disini penulis lebih condong kepada pendapat yang pertama, 
yang mengatakan tidak boleh mewakafkan harta benda kepada ahli 
waris, ini dikarenakan untuk menjaga kerukuan ahli waris, disamping 
itu juga dikarenakan ada hadits yang artinya “tidak ada wasiat bagi 
ahli waris”. (periwayat hadits siapa?) 
b. Syarat harta benda wakaf 
Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Harta wakaf harus memiliki nilai atau berguna 
Harta yang ada nilainya yaitu, harta yang dimiliki oleh orang 
dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun 
tertentu, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. 
Sedangkan harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak 





dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal maupun tertentu, dan 
tidak ada dalam kepemilikan seseorang. 32 Jadi, tidak sah mewakafkan 
barang yang tidak dapat diambil manfaatnya. 33 
2) Milik wakif 
Para Jumhur Ulama’ sepakat, bahwasanya harta benda wakaf 
haruslah milik pribadi wakif. Sebab, wakaf merupakan suatu tindakan 
yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta 
wakaf. Untuk itu harta yang diwakafkan haruslah milik pribadi wakif. 
Disamping harta tersebut milik wakif, harta wakaf juga harus 
bisa diserah terimakan ketika wakaf. Jadi, tidak sah mewakafkan ikan 
yang ada di kolam, burung yang ada di udara, sekalipun kedua hewan 
tersebut adalah milik wakif. 34 (alasannya apa?) 
Jika diketahui harta wakaf tersebut adalah harta milik bersama, 
maka, menurut jumhur adalah sah wakafnya, baik harta bersama 
tersebut bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi. Sedangkan menurut 
sebagian Imam yang lain adalah tidak sah, karena wakaf harus 








3) Tahan lama 
Harta benda yang diwakafkan mestilah kekayaan tahan lama 
yang memberi hasil atau manfaat secara terus-menerus. Oleh sebab 
itu harta wakaf haruslah harta yang tahan lama, karena dengan tahan 
lamanya harta wakaf tersebut, maka sangat dimungkinkan bisa 
diambil manfaatnya selamanya. Namun, jika barang yang diwakafkan 
adalah barang yang mudah rusak atau mudah musnah, maka 
pemanfaatan barang tersebut juga sangatlah terbatas. Bilamana 
pemanfaatan tersebut mengakibatkan barang yang diwakafkan habis, 
maka tidak sah mewakafkan harta tersebut, seperti mewakafkan 
makanan dan minuman. 36 Kecuali pendapatnya Imam Maliki yang 
mengatakan kebolehan tentang wakaf barang yang habis sekali pakai, 
semua jumhur telah sepakat tentang hal ini. 
Sebagai perbandingan, benda yang boleh diwakafkan menurut 
pendapat para ulama’ fiqih adalah sebagai berikut: 37 
a) Menurut Hanafiyah, prinsip utama harta yang diwakafkan adalah 
harta yang tidak bergerak, dalam hal ini tanah. Akan tetapi, boleh 







1) Benda itu selalu ikut benda tidak bergerak. Dalam hal ini ada 
dua macam. 
o Hubungannya sangat erat dengan benda tidak bergerak, 
seperti bangunan dan pohon. 
o Suatu yang khusus disediakan untuk kelestarian benda 
tidak bergerak, alat pembajak, traktor dan sapi. 
2) Sesuatu yang menurut hadits boleh untuk diwakafkan, seperti 
pedang, baju perang dan hewan untuk perang. 
3) Sesuatu yang menurut adat kebiasaan sudah biasa 
diwakafkan, seperti kitab, Al-Qur’an dll. 
b) Menurut Malikiyah, segala sesuatu yang dapat memberikan 
manfaat boleh diwakafkan, baik benda tidak bergerak maupun 
benda bergerak, baik untuk selamanya maupun dalam jangka 
waktu tertentu, baik tahan lama maupun sekali pakai. 
c) Menurut Syafi’iyah, sah mewakafkan sesuatu baik berupa benda 
tidak bergerak maupun benda bergerak, milik bersama, asalkan 
kekal manfaatnya dan tahan lama. 
d) Menurut Hanabilah, sah mewakafkan segala sesuatu yang dapat 




c) Syarat maukuf ‘alaih 
Maukuf ‘alaih ialah tujuan wakaf (peruntukan harta wakaf). Wakaf 
harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan 
Syari’at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal untuk 
mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu, maukuf ‘alaih (yang 
diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. 
Sedangkan untuk orang atau pihak atau peruntukan harta wakaf 
(maukuf ‘alaih), berlaku beberapa ketentuan, yaitu: 
1) Hendaknya orang yang menerima wakaf adalah ahli memiliki, dengan 
demikian tidak sah wakaf yang ditujukan kepada binatang, karena 
ketidak layakan binatang untuk memiliki. 38 
2) Orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Kalau dia 
belum ada, seperti mewakafkan sesuatu kepada anak yang masih ada 
dalam kandungan, maka hukumnya tidak sah. 39 
3) Peruntukan harta benda wakaf tidak boleh untuk maksiat kepada 






minuman keras dan para perompak dan lain-lain. Adapun wakaf 
kepada kafir dzimmi adalah sah. 40 
4) Orang yang menerima wakaf harus jelas orangnya dan bukan tidak 
diketahui. Jadi, tidak sah wakaf kepada orang laki-laki atau 
perempuan tanpa disebutkan secara jelas siapa orang yang 
dimaksud. 41 Bagitupula wakaf untuk dirinya sendiri, maka menurut 
jumhur ulama’, wakafnya seseorang untuk dirinya sendiri adalah 
batal atau tidak sah, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam 
Ahmad, wakaf kepada  dirinya sendiri tetaplah sah. 42 
c. Syarat shighat 
Pada dasarnya, wakaf itu sah atau berlaku dengan dua cara, yakni 
dengan perbuatan dan ucapan wakaf. 
1) Perbuatan 
Kecuali madzhab Imam Syafi’i, mayoritas ulama’ berpendapat 
bahwasanya wakaf yang dilakukan dengan perbuatan meskipun tanpa 
adanya ucapan wakaf itu tetaplah sah. Seperti seseorang yang 
membangun masjid dan membiarkan orang adzan dan sholat di 
dalamnya, dan orang yang membangun kuburan dan memberi izin 







untuk mengubur jenazah, perbuatan seperti ini menurut Imam Maliki, 
Hambali dan Hanafi dapat dikatakan sebagai wakaf. Sedangkan 
menurut Imam Syafi’i, perbuatan seperti tidaklah dapat disebut 
sebagai wakaf kecuali dengan ucapan. 43 
2) Ucapan 
Shighat wakaf merupakan pendapat seluruh ulama’ tentang 
keabsahan melakukan wakaf, tidak seperti halnya wakaf yang 
dilakukan melalui perbuatan yang masih terdapat perselisihan. 
Shighat atau lafadz adalah ucapan dari orang yang berwakaf bahwa 
dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. 44 
Shighat ini penting, karena pernyataan shighat membawa 
implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi 
milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan 
umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu 
konsekwensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan 
ataupun diwariskan. 45 
Pernyataan wakaf sangat menentukan sah batalnya suatu 








kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Dari keterangan 
sebelumnya, dapat diambil pengertian bahwa shighat harus: 
· Jelas tujuannya 
· Tidak dibatasi oleh waktu tertentu 
· Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati 
· Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali 
wakaf yang sudah dilakukan 
Pada dasarnya para fuqoha’ sepakat dengan syarat-syarat 
tersebut di atas, kecuali pendapat Imam Maliki yang justru bertolak 
belakang dengan syarat-syarat tersebut, mereka berpendapat bahwa 
wakaf tidak harus untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa 
masjid, boleh mewakafkan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun, setelah 
itu menjadi milik wakif lagi. Tidak harus bebas dari syarat, oleh 
karena itu, boleh seseorang mengatakan “harta itu saya wakfkan 
setelah 1 bulan” atau seseorang mengatakan “jika rumah itu menjadi 
milikku maka akan saya wakafkan”. Dan juga tidak disyaratkan 
penentuan orang yang diberi wakaf, maka boleh seseorang 
mengatakan “harta ini saya wakafkan untuk Allah”, tanpa 
menentukan siapa orang yang diberi wakaf. 
Adapun shighat wakaf itu terbagi menjadi dua, yakni: 




ﺖﹾﻔﱠﻗﻭ , ﺖﺴﺒﺣ , ﺖﹾﻠﺒﺳ 
Apabila lafadz ini dipakai dalam shighat wakaf, sahlah wakaf 
tersebut meskipun tanpa niat, karena lafadz tersebut tidak 
mempunyai makna lain selain wakaf itu sendiri. 46 
b) Lafadz atau shighat kiasan atau kinayah, seperti: 
ﺖﹾﻗﺪﺼﺗ , ﺖﻣﺮﺣ , ﺕﺪﺑﹶﺃ 
Kalau lafadz ini yang dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf, 
sebab, lafadz ﺖﹾﻗﺪﺼﺗ bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan 
sedekah sunnah. Lafadz ﺖﻣﺮﺣ bisa berarti dzihar bisa juga berarti 
wakaf. Lafadz ﺕﺪﺑﹶﺃ juga bisa berarti semua pengeluaran harta 
untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan ini perlu disertai 
dengan niat wakaf secara tegas ketika mengucapkan. 47 
Secara umum, syarat sahnya shighat adalah sebagai berikut: 
a. Shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai), 
maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan 
terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan 







b. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah 
syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau 
meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. 
Misalnya wakif berkata: “Saya wakafkan rumah ini untuk 
diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya 
meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan 
syarat saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja 
saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi 
harta waris bagi para ahli waris saya.” 
Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar 
wakaf, yakni syarat dibelohkannya menjual atau 
menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian 
dan kelaziman) yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia 
meninggal dunia. 
Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah 
karena penyertaan shighat yang demikian menjadikan wakaf 
itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara’. 
c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan 
kata lain , bahwa wakaf tersebut tidak untuk selama- 




lamanya, jika dibatasi waktu, berarti bertentangan dengan 
syari’at, oleh karena itu hukumnya tidak sah. 
d. Tidak megandung suatu pengertian untuk mencabut kembali 
wakaf yang sudah dilakukan. 48 
Dalam bukunya Ilmu Fiqih 3, Asymuni A. Rahman dkk 
menjelaskan, bahwasanya shighat wakaf pada hakekatnya suatu 
pernyataan dari orang yang berwakaf, bahwa ia telah mewakafkan 
hartanya yang tertentu kepada Allah SWT, karena itu tidak 
memerlukan kabul atau semacam pernyataan penerimaan dari pihak 
yang menerimanya. Disamping itu, wakaf juga merupakan tabarru’ 
atau pelepasan hak milik, tabarru’ tidak memerlukan kabul. 
Namun demikian, ada ulama’ yang berpendapat : perlu adanya 
kabul dalam shighat wakaf, seperti sebagian besar pengikut Imam 
Syafi’i. Muhammad Abu Zahrah menerangkan tiga macam pendapat 
ulama’ yang berhubungan dengan kabul sebagai syarat shighat wakaf, 
yaitu: 
a. Disyaratkan kabul bagi penerima wakaf tertentu. 
b. Tidak disyaratkan kabul dalam shighat wakaf, tetapi menjadi 
syarat diwaktu mengambil hasil harta wakaf. 





Sebagaiman telah dijelaskan di atas, bahwa wakaf yang diberikan untuk 
kepentingan masyarakat banyak, maka pengelolaannya harus diserahkan 
kepada badan pengelola wakaf, atau yang diistilahkan dengan nadzir. 50 
Nadzir, meskipun telah dibahas di dalam kitab-kitab fiqih, namun tidak 
ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf 
adalah tindakan tabarru’, sehingga prinsip “tangan kanan memberi, tangan 
kiri tidak perlu mengetahui” sering diposisikan sebagai dasar untuk 
merahasiakan tindakan wakaf. 51 
Pada masa Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya, beliau sendiri 
yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan 
kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, 
kemudian keluarganya yang lain. 52 
Oleh karena posisi nadzir sangat penting dan strategis sebagai bagian 
tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta 
wakaf, maka, untuk menjadi nadzir, seseorang harus memiliki persyaratan 
dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa megemban amanat itu dengan sebaik- 
baiknya. Integritas (ketulusan hati/kesempurnaan) kepribadian nadzir sangat 
penting, termasuk ketika nadzir yang pertama sudah meninggal dunia, maka 








supaya amanahnya tetap terjaga, nadzir sebaiknya dilaksanakan secara 
kolektif. 53 
Secara garis umum, syarat-syarat nadzir itu harus disesuaikan dengan 
kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes 
(pantas dan tidak kaku), seperti hendaknya orang yang pantas dan layak 
memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. 
Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber 
dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan 
tugas-tugasnya secara profesional dan tanggung jawab. Apabila nadzir tidak 
mampu melaksanakan tugasnya, maka pemerintah wajib menggantinya 
dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya. 
Dalam ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf, dikemukakan sebagai berikut: 
Pasal 9 
Nadzir meliputi: 
a. Perseorangan   b. Oraganisasi   c. Badan Hukum. 
Pasal 10 
(1) Perseorangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 9 ayat a, hanya 
dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 





b. Beragama Islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, hanya 
dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam. 
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, hanya 
dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nadir perseorangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, 





Nadzir mempunyai tugas: 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 
b. Menelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 
c. Mengawasi da melindungi harta benda wakaf. 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia. 
Pasal 12 
Dalam pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 
nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 
melebihi 10% (sepuluh persen). 
3. Macam-macam Wakaf 
Ada dua macam wakaf yang dikenal dikalangan umat muslim, yaitu: 
a. Wakaf Ahli 
Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan 
khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif 




atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf 
khusus. 54 
Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada 
anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak 
mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan 
wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut sebgai 
wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan 
dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat 
sendiri. 55 
Wakaf untuk keluarga ini secara Hukum Islam dibenarkan 
berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim 
dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah 
kepada kaum kerabatnya. 
Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut 56 : 
ﺪﻗ ﺖﻌِﻤﺳ ﺎﻣ ﺖﹾﻠﹸﻗ ﺎﻬﻴِﻓ , ﻲﻧِﺇﻭ ﻯﺭﹶﺍ ﹾﻥﹶﺍ ﹶﻠﻌﺠﺗ ﺎﻬ ﻰِﻓ ﻦﻴِﺑﺮﹾﻗﹶﺎﹾﻟﺍ , ﺎﻬﻤﺴﹶﻘﹶﻓ ﻮﺑﹶﺍ ﹸﺔﺤﹾﻠﹶﻃ ﻰِﻓ 
ِﻪِﺑِﺭﺎﹶﻗﹶﺍ ﻲِﻨﺑﻭ ِﻪﻤﻋ . 
“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. saya 
berpendapat sebaiknya kamu memberika kepada keluarga terdekat. 






Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak 
pamannya”. 
Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena wakif akan 
mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, 
juga kebaikan dari silaturrahim terhadap keluarga yang diberikan harta 
wakaf. Akan tetapi pada sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan 
masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak 
ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat harta benda 
wakaf? Atau sebaliknya, bagaimana kalau anak cucu wakif yang 
menjadi tujuan wakaf tersebut berkembang sedemikian rupa, sehingga 
menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? 
Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima 
wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan 
berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini 
disebutkan untuk anak, cucu kemudian kepada fakir miskin. Sehingga 
bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), 
maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun 
untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang 
sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam 





Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini 
dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, 
karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. 58 
b. Wakaf Khairi 
Ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan 
umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi 
inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum islam yang 
pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan 
wakaf itu telah meninggal dunia, asalkan benda wakaf itu terus dapat 
diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat 
dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah 
satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik 
dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun 
keagamaan. 59 
Jenis wakaf inilah yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad 
SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. 






sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus 
dirinya. 60 
4. Kedudukan Harta Benda Wakaf 
Tidak diragukan sedikitpun bahwa, sebelum suatu barang diwakafkan, 
ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf tidak bisa dipandang 
sah kecuali terhadap barang yang dimiliki. Lalu, kalau wakaf sudah 
dilaksanakan, apakah esensi pemilikan atas barang tersebut. Terdapat 
perbedaan pendapat dikalangan para ulama’ fiqih terhadap kedudukan harta 
benda wakaf setelah terjadinya wakaf, apakah menjadi milik wakif, milik 
orang yang menerima wakaf atau menjadi milik umum atau milik Allah. 
Menurut Imam Hanafi dan para pengikutnya, barang atau harta yang 
sudah diwakafkan tetap menjadi milik wakif, mereka berdasarkan pada 
riwayat Ibu Abbas RA. Ia berkata: “Setelah ayat tentang faraidl dalam surat 
An-Nisa’ turun, Rasulullah SAW bersabda : tiada wakaf setelah turunnya 
surat An-Nisa’”. (H. R. Baihaqi). 61 
Dengan hadits di atas mereka menetapkan bahwa harta yang telah 
diwakafkan tetap menjadi milik wakif, sehingga harta tersebut dapat 
diwariskan kepada ahli warisnya manakala wakif telah meningal dunia. 
Murid-murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berbeda 






berarti kepemilikan harta tersebut beralih menjadi milik Allah, bukan 
menjadi milik wakif lagi. 62 Menurut Malikiyah, harta wakaf dapat kembali 
kepada kekuasaan wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang telah 
ditentukan sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif. 63 
Pendapat yang dipaparkan oleh madzhab Hanafi yang mengatakan 
bahwa harta benda wakaf tetap menjadi milik wakif dan Madzhab Maliki 
yang mengatakan bahwa harta benda wakaf dapat kembali kepada wakif 
dalam waktu tertentu, bertentangan dengan hadits Ibnu Umar yang 
mengatakan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan 
diwariskan. 
Golongan Syafi’iyah terbagi menjadi dua pendapat. Golongan pertama 
yang mengatakan bahwa, harta wakaf beralih menjadi milik orang yang 
menerima wakaf. Namun orang tersebut terhalang untuk membelanjakannya, 
karena harta wakaf haruslah harta yang bernilai. Jadi, manakala orang yang 
menerima wakaf tersebut merusakkan harta wakaf, maka dia wajib 
menggantinya. Golongan kedua yang berpendapat bahwa harta wakaf beralih 
menjadi milik Allah, karena wakaf menunjukkan pada hilangnya kepemilikan 







Dalam kitab yang sama dijelaskan, bahwa Imam Syafi’i berkata, orang 
yang menerima wakaf hanya mendapatkan atau berhak memiliki manfaat 
yang ditimbulkan oleh wakaf, bukan memiliki harta wakaf. Seperti orang 
yang mewakafkan sebuah pohon, maka buah yang keluar dari pohon tersebut 
menjadi milik orang yang menerima wakaf, sedangkan pohonnya menjadi 
milik Allah. 65 
Sedangkan Imam Hambali berpendapat sama dengan pendapatnya 
Golongan Syafi’i, yang mengatakan harta wakaf menjadi milik Allah, 
sehingga harta wakaf tidak berhak dijual, dihibahkan dan diwariskan sesuai 
dengan hadits Ibnu Umar. 
5. Perubahan dan Peralihan Harta Benda Wakaf 
Pada dasarnya, harta benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, 
diwariskan ataupun dialihkan dalam bentuk peralihan yang lain. Itu semua 
untuk melindungi harta wakaf tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
Harta benda wakaf hendanya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan 
manfaatnya dapat diambil semakasimal mungkin. Tetapi kenyataan 
menunjukkan bahwa selalu ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu 
berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat 
dikemudian hari. Habis manfaat atau tiada hasil tersebut boleh jadi karena 





tidak berfungsi lagi. Sehingga harta wakaf tidak berjalan sebagaimana 
mestinya seperti tujuan semula dan tidak bisa memberikan manfaat bagi 
lingkungan sekitar. Harta wakaf tersebut bisa memberikan manfaat lagi 
manakala dilakukan penukaran, penjualan ataupun bentuk peralihan yang 
lainnya.
Dalam hal ini, para ulama’ berbeda pendapat tentang kebolehannya, 
sebagian ulama’ ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Imam 
syafi’i berpendapat, bahwa dalam kondisi apapun, harta benda wakaf tidak 
boleh dijual, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk peralihan yang lain, 
meskipun harta wakaf tersebut roboh atau tidak dapat lagi memberikan 
manfaat lagi. Ketentuan ini berlaku untuk harta wakaf yang tidak bergerak. 
Terutama bila barang tak bergerak tersebut berupa masjid, secara mutlak 
Imam Syafi’i mencegah menjual ataupun mengubah peralihan masjid 
meskipun roboh. 66 
Tapi golongan Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai harta wakaf 
tak bergerak yang tidak memberikan manfaat sama sekali: 
a. Sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya. 
b. Sebagian menolaknya. 67 







a. Tidak boleh dijual sebagaimana masjid. 
b. Boleh dijual, karena yang diharapkan dari wakaf adalah manfaatnya 
barang, jadi dijual lebih baik daripada dibiarkan begitu saja. Kecuali 
yang berkenaan dengan masjid, sebab masjid dapat ditempati sholat 
meskipun dalam keadaan roboh. 68 
Menurut Imam Hambali, apabila manfaat wakaf tidak dapat 
dipergunakan, harta wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dibelikan 
gantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, atau 
memindahkan masjid dari kampung satu ke kampung yang lain, asalkan 
harganya tidak kurang dengan harga yang semestinya. 69 Kebolehan tersebut, 
baik dengan alasan supaya benda wakaf itu bisa berfungsi atau mendatangkan 
mashlahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan mashlahat 
yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. 70 
Imam Malik berpendapat, bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar 
(terutama harta yang tidak bergerak), walaupun barang tersebut sudah rusak 
dan tidak memberikan manfaat lagi. Namun, sebagian Malikiyah (ulama yang 
bermadzhab Maliki) berpendapat bahwa menukar harta wakaf dengan yang 
lainnya adalah boleh, asalkan diganti dengan harta tidak bergerak lainnya, 







barang yang bergerak, golongan Maliki membolehkan, sebab dengan adanya 
penukaran, maka barang wakaf itu tidak akan sia-sia. Pendapat dari golongan 
Imam Maliki ini hampir sama dengan pendapat dari Golongan Imam 
Syafi’i. 71 
Sedangkan menurut Imam Hanafi, dalam masalah perubahan harta 
wakaf, Imam Hanafi mengklarifikasi menjadi tiga macam: 
a. Bila wakif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa 
dirinya atau nadzir (pengurus harta wakaf) berhak untuk menukar, maka 
penukaran harta wakaf itu boleh. Tetapi Muhammad berpendapat, bahwa 
wakafnya sah, sedangkan syaratnya batal. 
b. Apabila wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak 
menukar, kemudian wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, 
seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun 
kembali, atau tanah yang menjadi tandus, maka boleh menukar harta 
wakaf, tapi dengan izin hakim. 
c. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya 
pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan suatu yang 
lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini Ulama’ Hanafiyah berbeda 
pendapat: Abu Yusuf berpendapat boleh, karena lebih bermanfaat bagi 





Kamaluddin bin Al-Himam berpendapat tidak boleh, sebab hukum pokok 
dari pada wakaf itu adalah tetapnya barang wakaf, bukan tambahnya 
manfaat. Tapi boleh menukar wakaf dalam keadaan dlarurat atau 
memang ada izin atau syarat dari wakif. 72 
Perubahan, peralihan atau bentuk yang lain dalam harta wakaf 
diperbolehkan dalam Islam manakala sudah memenuhi dua ketentuan. 
Pertama, penukaran tersebut karena kebutuhan (hajat), seperti mewakafkan 
seekor kuda untuk tentara yang berjihad di jalan Allah, kemudian peperangan 
telah usai dan kuda tidak diperlukan lagi. Dalam hal ini, kuda dapat dijual 
dan menukarnya dengan yang lainnya. Kedua, penukaran tersebut dilakukan 
untuk kemaslahatan, seperti menjual masjid beserta tanahnya, kemudian 
membelikan kepada tanah yang lain dan membangun masjid yang lain di atas 
tanah itu, karena ditempat yang baru dianggap lebih baik dan strategis 
daripada tempat yang lama. 73 
Menurut penulis, pendapat yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak 
boleh diganti atau ditukar dengan benda yang lain ketika sudah tidak 
berfungsi lagi, menyebabkan banyak benda wakaf yang tidak dapat dikelola 
dengan baik, banyak yang tidak berfungsi dengan baik karena sudah usang 
atau tidak strategis lagi, karena terletak ditempat yang terpencil atau kumuh 






cenderung membebani masyarakat sekitar. Pendapat yang relevan adalah 
pendapat yang membolehkan penukaran harta wakaf, karena pendapat 
tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru bahwa wakaf itu 
seharusnya lebih tepat disandarkan pada aspek manfaatnya untuk 
kepentingan dan kebajikan umum, tidak hanya untuk menjaga benda wakaf 
tersebut tanpa memiliki manfaat yang nyata. Karena apa gunanya kalau harta 
wakaf tetap ada dengan kondisi yang sudah tidak layak, tetapi tidak 





DESKRIPSI PENGALIHAN FUNGSI TANAH WAKAF 
A. Seting Desa Jatikalang 
1. Keadaan Geografi 
Desa Jatikalang termasuk dalam wilayah Kecamatan Prambon 
Kabupaten Sidoarjo, terletak di bagian Timur Kecamatan Prambon. Desa 
Jatikalang berbatasan dengan: 
Tabel I 
Batas Wilayah Desa Jatikalang 
Batas Desa/ Kelurahan Kecamatan 
Sebelah utara Jati Alun-Alun Prambon 
Sebelah selatan Gampang Prambon 
Sebelah barat Pejangkungan Prambon 
Sebelah timur Tlasih Tulangan 
Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011 
Adapun Desa Jatikalang ini mempunyai luas 195,40 Ha., yang terbagi 
menjadi beberapa kegunaan. 
Tabel II 
Luas Wilayah Desa Jatikalang 
No. Kegunaan Luas (Ha) 
1. Pemukiman 26,049 
2. Persawahan 140,851 
3. Perkebunan - 
4. Makam 0,539 
5. Pekarangan 28 
7. Perkantoran - 





Sumber : Dokumentasi Daftar Isian Potensi Desa Jatikalang 2011 
Dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kegunaan 
wilayah paling besar digunakan untuk persawahan, yakni sebesar 75%, 
kemudian pekarangan sebesar 14%, pemukiman sebesar 10% dan makam 
sebesar 1%. 
2. Keadaan Demografi 
Berdasarkan data monografi  dan hasil sensus  yang telah dilakukan 
aparat desa bersangkutan serta observasi peneliti di Desa Jatikalang 
menunjukkan bahwa jumlah penududuk sebanyak 6.444 jiwa. Data yang 
diperoleh berkaitan dengan keadaan demografi dideskripsikan sebagai 
berikut: 
a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 
Tabel III 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 3.203 orang 
2. Perempuan 3.241 orang 
Jumlah 6.444 ang 
Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011 
Pada dasarnya populasi jenis kelamin di Desa Jatikalang cukup 
berimbang, hanya saja orang perempuan sedikit banyak di atas populasi 




b. Jumlah penduduk menurut agama 
Tabel IV 
Jumlah Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Pemeluk 
1. Islam 6.443 pemeluk 
2. Kristen - 
3. Katholik - 
4. Hindu - 
5. Budha - 
Jumlah 6.444 meluk 
Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011 
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penduduk 
Desa Jatikalang beragama Islam. 
c. Jumlah penduduk menurut usia 
Tabel V 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia 
No. Kelompok Usia Frekwensi 
1. Usia 0 – 3 tahun 307 orang 
2. Usia 4 – 6 tahun 158 orang 
3. Usia 7 – 12 tahun 526 orang 
4. Usia 13 – 15 tahun 278 orang 
5. Usia 16 – 18 tahun 279 orang 
6. Usia 19 – ke atas 4.896 orang 
Jumlah 6.444 ang 
Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011 
Usia 19 tahun – ke atas merupakan angka tertinggi dalam tabel di 
atas, yakni sebesar 80% dari jumlah penduduk keseluruhan, usia 7 – 12 




penduduk keseluruhan, 2,5% dipegang usia 16 – 18 tahun, 2,5% usia 13 - 
15 tahun, usia 4 – 6 tahun sebesar 3,5 dan usia 0 – 3 tahun sebesar 1,5%. 
d. Tingkat pendidikan 
Tabel VI 
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jatikalang 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Taman Kanak-Kanak 56 orang 
2. Sekolah Dasar 79 orang 
3. SMP/ SLTP 95 orang 
4. SMA/ SLTA 67 orang 
5. Akademi/ D1 – D3 15 orang 
6. Sarjana (S1 – S3) 7 orang 
Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Jatikalang 2011 
e. Lulusan SMP/ SLTP merupakan lulusan terbanyak yang telah dikenyam 
oleh penduduk Desa Jatikalang, selebihnya tamatan sekolah dasar 
merupakan lulusan terbayak kedua yang dikenyam penduduk, hanya 
sedikit dari dari mereka yang telah menamatkan diri dari SMA/ SLTA, 
ada juga yang belum tamat SD atau masih mengenyam bangku 
pendidikan taman kanak-kanak, dan sedikit sekali dari penduduk Desa 





















beragam,  sesuai  dengan  kemampuan  dan  bakat  yang  mereka  miliki, 
namun,  mayoritas  dari  mereka  menjadi  petani  dan  buruh  tani  di  sawah­ 
sawah.  Dan  tidak  sedikit  dari  mereka  yang  menjadi  ABRI,  Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), swasta, wiraswasta dan perdagangan, serta pensiunan. 
B.  Perwakafan di Desa Jatikalang 
1. Penggunaan Harta Benda Wakaf 
Bagi  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  tanah  menempati  kedudukan 
penting dalam kehidupan sehari­hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang 





Pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  usaha  dari  pemerintah  untuk 
mengatasi  permasalahan  tersebut.  Dengan  diselenggarakannya  pendaftaran 
tanah, maka pihak­pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui 
status  atau  kedudukan  hukum  pada  tanah  tertentu  yang  dihadapinya,  letak, 
luas,  dan  batas­batasnya,  siapa  yang  mempunyai  dan  beban­beban  apa  yang 
ada diatasnya. 
Secara garis besar, harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif di 
Desa Jatikalang merupakan harta benda tak bergerak berupa tanah, yang 
mana hampir keseluruhan harta wakaf tersebut digunakan untuk tempat 
ibadah, yang berupa musholla dan masjid, sedangkan yang lain digunakan 
untuk tempat belajar berupa madrasah. 
Tabel VII 
Jumlah dan Penggunaan Tanah Wakaf Secara Umum 
Desa Jatikalang 
No. Penguunaan Jumlah 
1. Masjid 1 buah 
2. Musholla 13 buah 
3. Madrasah 1 buah 
4. Pondok pesantren - 
Sumber : Dokumentasi KUA Prambon 2011 
Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwasannya harta benda wakaf yang 
diwakafkan oleh wakif secara keseluruhan diperuntukkan sebagai tempat 
ibadah, baik berupa masjid ataupun musholla dan sarana pembelajaran 




2. Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat 
Tabel VIII 
Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak Bersertiifkat 
Di Desa Jatikalang 
No. Penggunaan Sertifikat Tidak 
1. Masjid 1 - 
2. Musholla 11 2 
3. Madrasah 1 - 
4. Pondok pesantren - - 
Sumber : Dokumentasi KUA Prambon 2011 
Dari sekian banyak harta benda wakaf yang ada di Desa Jatikalang, 
hampir kesemuanya telah bersertifikat wakaf, dan hanya minoritas saja yang 
belum atau tidak memiliki sertifikat wakaf. 
Di awal penelitian, peneliti hanya mendapatkan sedikit keterangan 
tentang harta benda wakaf yang ada di Desa Jatikalang dari KUA Prambon, 
namun, setelah melakukan perbincangan dengan Kepala KUA, peneliti 
dianjurkan untuk menemui Mudin Desa Jatikalang agar data yang diperlukan 
menjadi lengkap. Dan setelah melakukan pertemuan dengan Mudin Desa 
Jatikalang, maka terkumpullah data seperti halnya di atas. Dari data tersebut 
menunjukkan bahwa bangunan tower tersebut berdiri diatas tanah wakaf 
yang tidak bersertifikat, karena ketika wakif mewakafkan tanahnya hanya 
dengan kata-kata atau ucapan dengan beberapa orang yang merupakan saksi 





TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TENTANG PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF 
A. Latar Belakang Penggantian Harta Benda Wakaf 
Sebagaimana dijelaskan dalam bab I, bahwa wakaf merupakan suatu 
bentuk penahanan terhadap harta benda yang dapat diambil manfaatnya dengan 
tetap utuhnya barang dan benda tersebut lepas dari penguasaan wakif, sedangkan 
pemanfaatannya dipergunakan untuk kebaikan dan sebagai sarana mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. 
Memanfaatkan harta benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf 
tersebut, sedangkan asalnya atau pokoknya tetap. Adapun ajaran wakaf yang 
dianjurkan oleh Nabi, didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan 
Umar bin Khattab agar tanahnya yang berada di Khaibar untuk disedekahkan, 
perintah Nabi itu menekankan bahwa subtansi (keberadaan) tanah wakaf 
tersaebut tidak boleh diperjual belikan, dihibbahkan atau diwariskan, sedangkan 
hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum. 
Akan tetapi, pada sisi lain banyak terjadi dimana masjid, musholla, 
madrasah, ataupun pondok pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf atau 




bangunannya tidak layak untuk dihuni, karena tergusur atau karena faktor lain 
yang mengakibatkan harta benda wakaf menjadi terbengkalai. 
Sebagaimana data yang telah diperoleh dilapangan, bahwasannya harta 
wakaf yang ada di Jatikalang sebelum adanya pembangunan tower telah berjalan 
sebagaiman mestinya, yakni dapat dipergunakan untuk kebaikan dan 
manfaatnya dapat dinikmati secara umum, baik itu harta wakaf berupa masjid, 
musholla maupun madrasah. 
Namun, salah satu harta wakaf yang ada di Desa Jatikalang sekarang telah 
beralih fungsi karena pembangunan tower berada di area tanah wakaf. Hal 
tersebut menyebabkan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk 
kemaslahatan bersama masyarakat Desa Jatikalang khususnya, telah beralih 
fungsi sebagai tempat untuk kemaslahatan diri sendiri atau individu. 
Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di KUA Prambon, 
peneliti menemukan satu harta benda wakaf yang menjadi dampak 
pembangunan tower, baik harta benda wakaf tersebut telah bersertifikat maupun 
belum bersertifikat. 
Jika kita cermati secara seksama, harta wakaf yang menjadi dampak 
pembangunan tower tentunya membutuhkan penggantian, itu dimaksudkan agar 





Adanya penggantian harta benda wakaf sendiri dikarenakan tidak 
berfungsinya harta benda wakaf sebagaimana mestiya dikarenakan kerusakan 
yang diakibatkan campur tangan manusia, baik itu kerusakan yang ditimbulkan 
oleh orang lain maupun wakif sendiri. Penggantian itu dapat berupa uang yang 
dapat dibelanjaan sesuai kebutuhan ataupun relokasi tanah yang nantinya akan 
dibangunkan bangunan yang semisal dengan tujuan awal wakaf. Sehingga 
pahala wakif tidak terhenti dengan fakumnya harta wakaf, namun bisa terus 
mengalir dengan adanya penggantian itu. 
B. Proses Penggantian Harta Benda Wakaf 
Wakaf merupakan amalan atau ibadah yang paling signifikan pada saat 
ini, kerena wakaf dapat mendatangkan banyak kemaslahatan dalam 
penerapannya, baik maslahat bagi wakif sendiri maupun maslahat bagi orang 
lain. Manfaat tersebut bisa berupa pahala yang terus mengalir bagi orang yang 
mewakafkan walaupun dia telah meninggal dunia, sebagaimana hadits: 
ﻦﻋ ﻰِﺑﹶﺍ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﱠﻥﹶﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ِﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺍﹶﺫِﺍ ﺕﺎﻣ ﹸﻥﺎﺴﻧِﻻﺍ ﻊﹶﻄﹶﻘﻧِﺍ ﻪﻨﻋ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﺎِﱠﻟﺇ ﻦِﻣ 
ٍﺔﹶﺛﺎﹶﻠﹶﺛ , ﱠﻻِﺇ ﻦِﻣ ٍﺔﹶﻗﺪﺻ ﺔٍﻳﺭِﺎﺟ ﻭﹶﺍ ٍﻢﹾﻠِﻋ ﻊﹶﻔﺘﻨﻳ ِﻪِﺑ ﻭﹶﺍ ٍﺪﹶﻟﻭ ٍﺢِﻟﺎﺻ ﻮﻋﺪﻳ ﻪِﻟ . 
“Hadits dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulallah saw bersabda, apabila mati 
anak Adam maka terputus segala bentuk amalnya (karena ia telah mati) kecuali 
tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, 




serta manfaat yang dapat dinikmati secara menyeluruh yang dihasilkan dari 
harta benda wakaf itu. 
Harta wakaf dapat menghasilkan manfaat manakala berfungsi dengan 
semestinya dan juga tetap utuhnya harta wakaf itu sendiri, tentunya manfaat 
yang diambil dari harta wakaf tidak sampai menghabiskan subtansi atau pokok 
dari harta tersebut, karena apabila pemanfaatan harta wakaf sampai 
menghabiskan subtansi harta wakaf, maka itu tidak bisa dinamakan sebagai 
wakaf, tetapi dinamakan hibah atau pemberian biasa, meskipun Imam Maliki 
membenarkan tentang praktik wakaf model seperti itu, seperti membolehkannya 
mewakafkan makanan. 
Jika pemanfaatan harta wakaf sudah tidak dapat diambil lagi karena 
punahnya harta wakaf, maka menurut sebagian ulama’ membolehkan untuk 
dijual maupun diganti dengan harta yang lain yang lebih mendatangkan 
maslahat. 
Habis manfaat atau tiada hasil tersebut boleh jadi karena harta benda 
wakaf sudah rusak atau usang karena keadaan dan tempat sudah tidak berfungsi 
lagi. Sehingga harta wakaf tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti tujuan 
semula dan tidak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. 
Namun dalam kasus ini, harta wakaf yang terjadi di Desa Jatikalang tidak 
kurang memberikan manfaat sebagaimana mestinya, karena ditimbulkan 




adanya suatu penggantian sebagai kompensasi rusaknya atau punahnya harta 
wakaf yang telah diwakafkan wakif. 
Penggantian harta tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh pihak 
yang mengelola harta wakaf atau nadzir, namun ada beberapa persyaratan- 
persyaratan yang harus terpenuhi demi terealisasinya penggantian itu, baik itu 
penggantian berupa uang ataupun penggantian berupa relokasi tanah. 
Persyaratan tersebut tentunya akan membawa kepada tertib administratif 
yang dilakukan wakif dulu ketika mewakafkan hartanya, apakah harta yang 
mereka wakafkan sudah bersertifikat wakaf, atau malah hanya sebatas ucapan 
belaka dan disaksikan beberapa saksi saja tanpa adanya hitam di atas putih. 
Secara prosedural baik harta wakaf yang sudah bersertifikat maupun 
belum bersertifikat sama-sama mendapatkan penggantian, hanya saja 
persyaratan yang harus terpenuhi antara harta wakaf yang bersertifikat dan 
harta wakaf yang tidak bersertifikat berbeda. 74 
Harta wakaf yang sudah bersertifikat misalnya, dengan hanya 
menunjukkan sertifikat wakaf saja, nadzir bisa langsung meminta penggantian 
sesuai apa yang dia inginkan. 75 Seperti dijelaskan di atas, sertifikat merupakan 
bukti autentik yang tidak terbantahkan keabsahannya, karena dengan adanya 
sertifikat wakaf, harta yang akan diwakafkan menjadi jelas peruntukannya dan 







oleh siapa diwakafkan, serta yang paling penting lagi mempunyai kekuatan 
hukum dan juga dapat menghilangkan perselisihan tentang status harta wakaf 
manakala wakif telah meninggal dunia kelak. 
Sedangkan untuk harta wakaf yang tidak bersertifikat, ada beberapa 
persyaratan yang harus terpenuhi terkait dengan adanya penggantian harta 
wakaf, persyaratan tersebut meliputi: 
a. Berkas tanah lengkap 
b. Petok/ leter c (berisi tentang luas tanah dan sebagainya) 
c. Kartu keluarga wakif 
d. KTP wakif 76 
Persyaratan tersebut harus terpenuhi manakala nadzir menginginkan 
penggantian harta wakaf, karena wakaf yang tidak bersertifikat tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Baik persyaratan yang harus terpenuhi oleh harta wakaf yang bersertifikat 
maupun harta wakaf yang tidak bersertifikat diserahkan kepada pihak yang 
berwenang atau bertanggung jawab atas pembangunan tower tersebut, agar 
diproses lebih lanjut mengenai penggantian harta wakafnya. 
Kemudian pihak yang berwenang atau bertanggung jawab atas 
pembangunan tower tersebut dapat mengklarifikasi tentang keabsahan bukti 





mendapatkan penggantian harta wakaf sesuai dengan apa yang mereka harapkan, 
baik penggantian berupa uang maupun penggantian berupa tanah. 
C. Analisis Hukum Islam Tentang Penggantian Harta Benda Wakaf 
Wakaf merupakan ibadah yang telah dilakukan semua umat Islam 
diseluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia. Bahkan wakaf telah dilakukan 
orang jahiliah sebelum masa Nabi, hanya saja wakaf yang dilakukan oleh orang 
jahiliah dengan orang Islam pada masa Nabi dan sekarang sangat bertolak 
belakang penerapannya. Jika umat Islam melakukan praktik wakaf sebagai jalan 
mendekatkan diri kepada Allah, maka wakaf yang dlakukan oleh orang jahiliah 
pada masa sebelum Nabi hanya untuk mencari ketenaran dikalangan manusia 
saja tanpa adanya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. 77 
Sejatinya wakaf sangat universal manfaatnya, karena semua kalangan 
masyarakat bisa mengambil manfaatnya, disamping itu wakaf juga sangat cocok 
dilakukan mengingat wakaf sangat kental nuasannya dengan hubungan 
kemanusiaan disamping hubungan dengan Tuhannya. Bahkan salam suatu qaidah 
ushul fiqh dijelaskan 
ﻯﺪﻌﺘﻤﹾﻟﺍ ﹸﻞﻀﹾﻓﹶﺃ ﻦِﻣ ِﺮِﺻﺎﹶﻘﹾﻟﺍ 
78 
“Ibadah yang bisa dinikmati oleh orang lain itu lebih utama daripada ibadah 






Wakaf adalah salah satu lembaga keuangan Islam disamping zakat, infaq 
dan sedekah yang berada di Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat 
menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai 
makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu 
manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan 
membantu sesama manusia dan sesama umat beriman. 79 Dalam Al-Qur’an surat 
Al-Ma’idah ayat 2 dan surat Az-Zukhruf ayat 32 dijelaskan: 
ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﻭ ﻰﹶﻠﻋ ﺮِﺒﹾﻟﺍ ﻯﻮﹾﻘﺘﻟﺍﻭ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺗﹶﻻﻭ ﻰﹶﻠﻋ ِﻢﹾﺛِﺈﹾﻟﺍ ِﻥﺍﻭﺪﻌﹾﻟﺍﻭ 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan dan permusuhan”. 
ﺎﻨﻌﹶﻓﺭﻭ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻕﻮﹶﻓ ٍﺾﻌﺑ ٍﺕﺎﺟﺭﺩ ﹶﺬِﺨﺘﻴﱢﻟ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺎﻀﻌﺑ ﺎﻳِﺮﺨﺳ ۗ ﺖﻤﺣﺭﻭ ﻚﺑﺭ ﺮﻴﺧ ﺎﻤِﻣ 
ﹶﻥﻮﻌﻤﺠﻳ 
“Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan 
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. 
Disamping itu, wakaf merupakan shadaqah jariyah, yaitu salah satu 
sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan 






ﻦﻋ ﻰِﺑﹶﺍ ﹶﺓﺮﻳﺮﻫ ﱠﻥﹶﺍ ﹶﻝﻮﺳﺭ ِﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺍﹶﺫِﺍ ﺕﺎﻣ ﹸﻥﺎﺴﻧِﻻﺍ ﻊﹶﻄﹶﻘﻧِﺍ ﻪﻨﻋ ﻪﹸﻠﻤﻋ ﺎِﱠﻟﺇ ﻦِﻣ 
ٍﺔﹶﺛﺎﹶﻠﹶﺛ , ﱠﻻِﺇ ﻦِﻣ ٍﺔﹶﻗﺪﺻ ﺔٍﻳﺭِﺎﺟ ﻭﹶﺍ ٍﻢﹾﻠِﻋ ﻊﹶﻔﺘﻨﻳ ِﻪِﺑ ﻭﹶﺍ ٍﺪﹶﻟﻭ ٍﺢِﻟﺎﺻ ﻮﻋﺪﻳ ﻪِﻟ . 
“Hadits dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulallah saw bersabda, apabila mati 
anak Adam maka terputus segala bentuk amalnya (karena ia telah mati) kecuali 
tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan 
anak yang salih yang senantiasa mendoakannya”. 
Oleh karena wakaf merupakan amal ibadah yang tidak akan terputus 
pahalanya sekalipun orang yang telah mewakafkan meninggal dunia, dan wakaf 
juga sangat membantu dalam menstabilkan kehidupan bermasyarakat, maka 
selayaknya harta wakaf tidak sampai punah dan dapat diambil terus manfaatnya. 
Itu sebabnya, harta wakaf haruslah harta yang tahan lama. Namun, jika harta 
wakaf tersebut karena suatu hal menjadikan harta benda wakaf menjadi punah 
atau usang atau tidak dapat lagi diambil manfaatnya, maka harta benda wakaf 
tersebut dapat dijual ataupun ditukar dengan harta yang lebih produktif dan lebih 
mendatangkan manfaat. 
Ketentuan seperti itu (menjual atau menukar harta wakaf yang usang 
dengan harta yang lebih produktif)  diambil karena unsur maslahatnya lebih 
besar daripada membiarkan harta wakaf tetap ada meskipun dalam keadaan yang 




Di atas telah dijelaskan, bahwa asal mula adanya penggantian harta wakaf 
adalah karena pembangunan tower, yang mana mereka telah membangun tower 
di atas harta benda wakaf. 
Dalam kasus ini, penggantian yang dimaksud adalah penggantian harta 
wakaf yang selayaknya diterima oleh nadzir, apa penggantian dengan sejumlah 
uang atau dengan relokasi tanah. Mengingat harta wakaf yang berada di Desa 
Jatikalang keseluruhan adalah harta tidak bergerak berupa tanah. 
Sebelum menganalisis kasus ini, peneliti akan paparkan dulu data yang 
terkait dengan analisis tentang peggantian ini, yakni data tentang kedudukan 
harta wakaf.. Dalam bab dua dijelaskan bahwa kedudukan harta wakaf itu 
menjadi milik Allah, namun ada juga yang mengatakan bahwa harta wakaf 
beralih menjadi milik orang yang menerima wakaf. Ini adalah pendapatnya Imam 
Syafi’i, golongan Syafi’iyah (murid Imam Syafi’i) dan Imam Hambali. 
Sedangkan menurut Imam Hanafi harta wakaf tetap menjadi milik orang yang 
mewakafkan. 
Jadi, penggantian harta wakaf yang diakibatkan pembangunan tower di 
Desa Jatikalang menurut Imam Syafi’i dan para pengikutnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Manakala kedudukan harta wakaf menjadi milik orang yang menerima 
wakaf, maka penggantiannya adalah dengan sejumlah uang, yang mana uang 




2. Jika harta wakaf menjadi milik Allah, maka subtansi penggantiannya adalah 
dengan uang, namun uang tersebut haruslah dibelanjakan sesuai dengan harta 
semula. Dengan kata lain, penggantiannya yaitu menggunakan relokasi 
tanah, karena harta wakaf semula yakni berupa tanah. 81 
Terlepas dari kedudukan harta wakaf milik siapa, penggantian memang 
harus ada manakala harta wakaf dirusak oleh seseorang, baik kerusakan yang 
ditimbulkan orang lain maupun wakif sendiri. Dan penggantian harta wakaf itu 
dapat berupa uang ataupun relokasi tanah. 
Penggantian tersebut juga harus sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak 
(NJOP), arinya penggantian yang diterima nadzir baik itu penggantian berupa 
uang atau penggantian berupa relokasi tanah itu harus sesuai dengan Nilai Jual 
Oyek Pajak yang berlaku pada saat itu, dan yang menentukan adanya Nilai Jual 
Oyek Pajak adalah menteri pertanahan. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggantian yang 
diterima nadzir, baik penggantian berupa uang atau relokasi tanah sama-sama 
dibetulkan dalam Islam. Hal itu dimaksudkan agar harta wakaf tetap eksis dan 
tetap memberikan manfaat bagi kepentingan umum, sehingga harta wakaf yang 
diwakafkan oleh wakif tidak menjadi sia-sia dan wakif mendapatkan pahala yang 







Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal yang 
bisa diambil manfaatnya yaitu kesimpulan dan saran- saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya penggantian (Pengalihan 
fungsi) tanah wakaf yang terjadi di Desa Jatikalang Prambon Sidoarjo adalah 
dikarenakan adanya pembangunan tower yang dibangun di atas tanah wakaf, 
yang mana tanah tersebut tidak memiliki sertifikat wakaf. 
2. Proses penggantian (Pengalihan fungsi) harta wakaf memang berbeda antara 
harta wakaf yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Harta wakaf yang 
bersertifikat cukup dengan menunjukkan sertifikat wakaf tersebut. Namun 
harta wakaf yang tidak bersertifikat harus menunjukkan bukti: 
a. Berkas tanah lengkap 
b. Petok/ leter c (berisi tentang luas tanah dan sebagainya) 





3. Penggantian (Pengalihan fungsi) harta wakaf yang diterima nadzir, baik 
penggantian harta wakaf berupa uang ataupun penggantian harta wakaf 
berupa relokasi tanah sama-sama dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi ada 
pendapat yang tidak membenarkan, namun penggantian harta wakaf tersebut 
bisa dibenarkan kalau saja ada tuntutan karena kondisi lingkungan setempat 
atau keadaan yang mendesak, dan semua itu harus sesuai dengan ajaran 
agama Islam serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada saat itu. 
B. Saran 
1. Setelah mengkaji permasalahan dan pengertian tentang wakaf diatas, secara 
tidak langsung mengingatkan kita agar bisa mengelolah harta wakaf secara 
bijak dan seadil- adilnya, agar tidak memberikan masalah baru dalam 
penerapannya, karena wakaf merupakan ibadah yang mampu menunjang 
kesejahteraan hidup bermasyarakat. 
2. Dengan adanya penggantian (pengalihan fungsi) harta wakaf baik yang 
berupa uang maupun relokasi tanah, diharapkan mampu memberikan 
kontribusi yang bisa diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan 
peruntukan harta wakaf tersebut, sehingga wakif dapat menerima pahala 




3. Selaku Kepala Desa beserta Stafnya serta Tokoh Agama setempat yang 
bertanggung jawab atas ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, 
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